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Pemenuhan nafkah bagi anak merupakan salah satu kewajiban ayah. Namun
dalam praktiknya di masyarakat, terdapat ayah yang mengabaikan kewajiban
nafkah terhadap anak sebagaimana yang terjadi di Gampong Blang Lhok Kaju.
Pengabaian nafkah anak di gampong tersebut berdampak terhadap pemenuhan
kebutuhan anak dan juga menjadi suatu permasalahan serius bila ditinjau dari
perspektif hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa
terjadi pengabaian nafkah anak oleh ayah dalam perkawinan, bagaimana hukum
Islam melihat pengabaian nafkah anak dalam perkawinan di Gampong Blang
Lhok Kaju, dan bagaimana dampak terhadap anak akibat terjadinya pengabaian
nafkah oleh ayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
mengkombinasikan penelitian lapangan (field research) dan penelitian
kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya
pengabaian nafkah oleh ayah terhadap anak di Gampong Blang Lhok Kaju
disebabkan oleh kasus nikah siri sehingga tidak ada keputusan pengadilan yang
mewajibkan ayah menanggung nafkah anak. Selain itu juga karena faktor
kemiskinan, dan juga disebabkan oleh hubungan dalam keluarga yang tidak
harmonis. Kasus pengabaian nafkah anak bila ditinjau dari segi hukum Islam
merupakan kesalahan yang dilakukan oleh ayah sesuai dengan dalil-dalil dalam
Al-Quran, hadits nabi, dan juga ijma’ ulama. Pengabaian nafkah anak oleh ayah
berdampak terhadap pendidikan anak, tidak terpeuhi kebutuhan dasar anak,
pertumbuhan dan perkembangan secara fisik maupun psikis seperti depresi, dan
kecemburuan terhadap anak-anak seusianya. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa terjadinya pengabaian nafkah anak disebabkan oleh kasus nikah siri dan
kemiskinan, ditinjau dari hukum Islam merupakan kesalahan ayah dan termasuk
kategori dosa, pengabaian nafkah tersebut berdampak terhadap kebutuhan dasar
anak. Disarankan pada instansi pemerintah, masyarakat dan keluarga agar dapat
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melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan penelantaran dan pengabaian
kewajiban nafkah kepada anak.
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KATA PENGANTAR

fedl R Al

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala anugrah
yang telah dilimpahkan-Nya kepada penulis. Hanya dengan petunjuk dan
bimbingan-Nya, penulis dapat merangkai dan mencoba menguak sebagian kecil
ilmu Allah di dunia ini. Shalawat beriring salam tidak lupa pula penulis
sanjungkan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta
keluarga dan para sahabatnya, karena berkat jasa beliaulah kita dapat merasakan
indahnya hidup di alam yang penuh cahaya ilmu pengetahuan di bawah panji
agama Allah SWT.
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Penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai
pihak, sehingga secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam
menyelesaikan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan
terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:
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bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
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Wahid dan ibunda tercinta Cut Linawati, serta seluruh keluarga yang
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TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No Arab Latin No Arab Latin
1 ‘ dilan-l;z)daarlwg kan 16 - T
2 < B 17 bE] Vi
3 < y 18 &

4 < S 19 & G
5 Id J 20 o F

6 z H 2 d Q
7 d Kh 22 4 K
8 4 D 23 J L
9 3 Z 24 2 M
10 J R 25 d N
11 J Z 26 K] W
12 o S 27 ® H
13 i Sy 28 5 .

14 ua S 29 ¢ Y
15 ua D




2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vocal dalam bahasa Indonesia,

yaitu terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggaldalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah i
Dammah u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

-
anda dan Nama Gabungan Huruf
Huruf
e Fathah dan ya ai
N Fathah dan waw au
Contoh:
Kaifa :




Haula : Js
3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf Nama Huruf dan Tanda
AR Fathah dan alif atau ya a
S Fathah dan ya 1
S < Fathah dan waw i
Contoh:
Oadla : Ja
Rama : ‘5; J
QOila : Ja8
Yagqiilu : J j;,

4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah (&) hidup
Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (3) mati
Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun,

transliterasinya adalah h.
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c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (¢) diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
Raudah al-Quran : o‘fj‘ i 5
al-Madinah al-Munawwarah : Uyoj\ dw gl\
ralhah : 20
Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti:
Mesir, bukan misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak

ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.! Pernikahan dapat
diibaratkan seperti bangunan, bila pondasi suatu bangunan yang dibangun
tidaklah kokoh, maka dapat mengakibatkan runtuhnya bangunan tersebut. Untuk
menghindari hal itu, maka pentinglah untuk mewujudkan tujuan perkawinan
yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana
Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.?

Tujuan perkawinan dapat terwujud jika pasangan suami istri saling
memberikan hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing dalam rumah
tangga. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam rumah tangga adalah
pemenuhan nafkah anak. Nafkah berarti belanja yang merupakan kebutuhan
pokok. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok tersebut adalah kebutuhan
pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.’

Menurut Wasman dan Nuroniyah, nafkah adalah semua kebutuhan dan
keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian,
rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar
mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan

orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.*

! Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

8 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan
Bintang, 2004), him.15.

4 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,
(Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), him. 252.
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Pemenuhan nafkah bagi anak merupakan salah satu kewajiban ayah,
sebagaimana Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa sesuai dengan
penghasilannya, ayah menanggung nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri,
biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
serta biaya pendidikan bagi anak.®> Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT
dalam Alqur’an yang berbunyi:

s aally i e, Al o lsall e

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu

dengan cara yang ma'ruf. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 233)°

Berdasarkan uraian dasar hukum tersebut dapat diketahui bahwa ayah
wajib untuk memenuhi nafkah anak sesuai dengan kemampuannya.

Namun dalam praktiknya di masyarakat, terdapat ayah yang
mengabaikan kewajiban nafkah terhadap anak dalam perkawinan. Sebagaimana
wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti di Gampong Blang Lhok Kaju
Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie. Berdasarkan hasil wawancara dengan
M. Salah Bin Paken yang berumur 47 tahun dan merupakan suami dari Ramlah
Binti Tgk Syeh menyatakan bahwa alasannya mengabaikan nafkah anak adalah
berawal ketika ia pergi merantau ke Meulaboh dengan tujuan dapat
memperbaiki ekonomi keluarga. Selama ia menetap di Meulaboh, ia tidak
pernah mengabari istrinya dan tak lama kemudian ia telah menikahi wanita lain
tanpa sepengetahuan istrinya. Alhasil, selama ia menetap di Meulaboh ia tidak
pernah mengirim nafkah kepada anak dan istrinya hingga anak tersebut
menduduki bangku SMP.’

Hasil wawancara dengan Amat Bin Arsyad yang berumur 60 tahun.

Pengabaian nafkah berawal ketika ia menikah di bawah tangan dengan Rosmina

> Pasal 80 Angka 4 Kompilasi Hukum Islam.

6 Kementerian Agama Republik Indonesia, At-Thayyib: Al-Qur’an Transliterasi
Perkata dan Terjemah Perkata, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), him. 37.

" Wawancara dengan M. Salah Bin Paken di Gampong Blang Lhok Kecamatan Indra
Jaya Kabupaten Pidie tanggal 5 Mei 2020.
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Binti Abdullah karena telah berzina. Setelah pernikahan berlangsung, keluarga
istri selalu mencaci-maki Amat Bin Arsyad yang pada akhirnya ia meminta izin
kepada istrinya untuk merantau. Selama di perantauan, Amat Bin Arsyad tidak
pernah memberi kabar dan tanpa mengirim nafkah bagi istri dan anaknya.®
Selanjutnya, wawancara dengan Nurdin Murni Bin Razak yang berumur 31
tahun. Pengabaian nafkah berawal ketika Nurdin Murni Bin Razak merantau
guna memperbaiki keadaan finansial keluarga. Namun, selama di perantauan ia
tidak pernah mengabari keluarganya dan tidak pula memberikan nafkah kepada
anak dan istrinya.®

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa
mayoritas ayah yang mengabaikan nafkah anaknya selama masa perkawinan
berawal dari ayah yang merantau ke daerah lain. Walaupun tujuan awalnya
adalah untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan finansial keluarga, namun
tujuan tersebut tidaklah terpenuhi. Oleh karenanya, peneliti merasa tertarik
untuk meneliti lebih jauh tentang sebab-sebab pengabaian nafkah anak oleh
ayah selama masa perkawinan dan merelasikannya dengan hukum Islam yang
secara teori telah mengatur tentang konsep nafkah anak dalam perkawinan.
Maka, peneliti menfokuskan penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum
Islam terhadap Pengabaian Nafkah Anak (Studi Kasus di Gampong Blang
Lhok Kaju Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang
dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pengabaian nafkah anak oleh ayah dalam perkawinan?

8 Wawancara dengan Amat Bin Arsyad di Gampong Blang Lhok Kecamatan Indra Jaya
Kabupaten Pidie tanggal 20 Mei 2020.

® Wawancara dengan Nurdin Murni Bin Razak di Gampong Blang Lhok Kecamatan
Indra Jaya Kabupaten Pidie tanggal 20 Mei 2020.
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2. Bagaimana hukum Islam melihat pengabaian nafkah anak dalam
perkawinan di Gampong Blang Lhok Kaju Kecamatan Indra Jaya
Kabupaten Pidie?

3. Bagaimana dampak terhadap anak akibat terjadinya pengabaian nafkah

oleh ayah?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya pengabaian nafkah anak oleh
ayah dalam perkawinan.
2. Untuk menguraikan pandangan hukum Islam terhadap pegabaian nafkah
anak dalam perkawinan di Gampong Blang Lhok Kaju Kecamatan Indra
Jaya Kabupaten Pidie.
3. Untuk mengetahui dampak terhadap anak akibat terjadinya pengabaian
nafkah oleh ayah.

D. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami pengertian istilah-istilah
pada judul, maka penulis akan menjelaskan pengertian istilah-istilah sebagai
berikut:
1. Pengabaian
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengabaian adalah proses,
cara, perbuatan mengabaikan (tidak memedulikan, melalaikan).*
2. Nafkah Anak
Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu Al-nafagah yang

berarti “mengeluarkan”. Nafkah juga bertarti belanja, maksudnya sesuatu

10 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses melalui https://kbbi.web.id/abai.html,
tanggal 26 September 2020.
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yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang ayah kepada
anak, kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.l!
Menurut Kamal Muchtar, nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok.
Maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang
yang membutuhkan.? Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili dalam
Kitabnya Figih Islam wa Adillatuhu, nafkah menurut istilah dalam
ungkapan para fugaha adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.'3
Yang dikatakan anak adalah yang masih kecil yang belum berumur 21
tahun dan memerlukan bantuan orang lain, karena anak kecil biasanya
tadak sanggup melakukannya tanpa mendapatkan bantuan dari orang
dewasa. Sedangkan secara istilah, anak yang sah adalah anak yang
dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.}* Oleh
karenanya, nafkah anak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh
orang tua tentang seluruh kebutuhan anak sebelum anak cakap dan dapat

berdiri sendiri.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti
saat ini dengan penelitian terdahulu, maka penulis akan memaparkan beberapa
penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan judul penelitian saat ini.

Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

11 Biro rektorat Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama,
limu Figh, Jilid 11, (Jakarta: 1984/1985), him. 184.

12 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan
Bintang, 2004), him.15

13 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adilatuhu, jilid 7, (Damsik: Dar al-Fikr
1989) Cet Ke 2, him. 789

14 pangeran, Hukum lIslam di Indonesia, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), him.
103.
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Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah dengan judul “Kriteria
Minimal Nafkah Wajib Kepada Anak (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi i) .1
Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut Imam Syafi’i, seorang ayah
memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. la menetapkan bahwa
setiap hari ayah yang mampu wajib membayar nafkah sebanyak 2 mudd (1360
gram gandum/beras), ayah yang kondisinya menengah 1,5 mudd dan ayah yang
tidak mampu wajib membayar nafkah 1 mud (675 gram gandum/beras).

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Jamiliya Susanti dengan judul
“Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena
Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura”.*® Hasil penelitian
menyatakan bahwa nafkah anak merupakan tanggungjawab orang tua baik yang
diatur secara hukum Islam maupun yang diatur secara hukum positif. Adapun
implentasi nafkah anak setelah perceraian dianggap belum mencapai sasaran
dikarenakan kelalaian suami sebagai ayah sang anak yang tidak secara rutin
memberikan nafkah setelah perceraian, alhasil solusi yang ditawarkan kepada
istri adalah agar melapor kembali ke pengadilan agar dapat dieksekusi atau istri
harus kembali mengingatkan mantan suaminya untuk tetap memenuhi nafkah
sang anak.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Andi Alauddin dengan judul
“Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak
Setelah Perceraian”. " Hasil penelitian menyatakan bahwa tanggung jawab
ayah kandung terhadap nafkah anak setelah perceraian tidak sesuai dengan apa

yang diharapkan oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Hal ini

15 Uswatun Hasanah, Kriteria Minimal Nafkah Wajib Kepada Anak (Studi Analisis
Pendapat Imam Syafi’i), Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Walisongo,
(Semarang: 1AIN Walisongo, 2016).

16 Jamiliya Susanti, “Implementasi Nafkah Anaka Pasca Putusnya Perkawinan Karena
Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura”. (Thesis yang diajukan kepada Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

17 Andi Alauddin, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah
Anak Setelah Perceraian”. (Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 1 No. 1, 2018).
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dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya kemampuan secara
ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap tanggung jawab menafkahi, dan
kurangnya realisasi pelaksanaan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan
secara eksekusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri dengan judul
“Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”.*® Adapun hasil penelitian menyatakan
bahwa nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami
kepada istrinya, namun juga kewajiban antara bapak dengan anaknya, dan juga
bagi seorang pemilik dengan yang dimilikinya. Kewajiban pemenuhan nafkah
tersebut telah diatur dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadits, di
antaranya dalam surah At-Thalaq ayat 6, Al-Bagarah ayat 233. Nafkah dalam
hukum Islam sangatlah penting, bahkan seorang istri yang telah ditalak
suaminya pun berhak mendapatkan nafkah untuk dirinya dan anaknya. Di
samping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi,
namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat kepada
kemampuan si pemberi nafkah.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Mawarni dengan judul “Nafkah
Anak Setelah Perceraian (Kajian Amar Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda
Aceh) .2 Hasil penelitian menyatakan bahwa orang yang memberi nafkah
kepada anak setelah terjadinya perceraian adalah ayah. Akan tetapi ayah
memberikan nafkah kepada anaknya sesuai kemampuan si ayah. Penelitian
tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis kaji. Persamaannya
adalah sama-sama mengkaji tentang nafkah anak setelah terjadinya perceraian.

Sedangkan perbedaanya adalah objek kajiannya yang menjadi beda yaitu yang

18 Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum,
No. 6, 2015).

19 Mawarni, “Nafkah Anak Setelah Perceraian, Kajian Amar Putusan Mahkamah
Syariah Banda Aceh”. (Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum).
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menjadi fokus utama adalah alasan hakim memutuskan perkara dengan

penambahan nafkah 20% pertahunnya.

adalah

dalam

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini
penelitian saat ini berfokus pada pengabaian nafkah anak oleh suami

perkawinan di Gampong Blang Lhok Kaju Kecamatan Indra Jaya

Kabupaten Pidie.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh

penulis untuk melakukan penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah
penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang
dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan
sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.?°
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library
research). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang
bertujuan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan melihat
langsung ke lapangan terkait fokus penelitian. Sedangkan, penelitian
perpustakaan (library research) yaitu suatu metode penelitian dengan
cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah

berkembang,?! dengan menggunakan buku-buku, skripsi, artikel, jurnal

20 Burhan Bungen, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah

Ragam Varian Kontemporer, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2008), him. 203.

him. 19.

21 Nasir Budiman, Pedoman Penulisan Karya lImiah, (Banda Aceh: Hasanah, 2003),
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yang ada kaitannya dengan pembahasan. Penelitian ini juga
menggunakan teknik dokumentasi dan teknik wawancara sebagai
berikut:

a. Wawancara sebagai proses memperoleh informasi dari
narasumber dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan orang yang diwawancarai. \Wawancara
dilakukan dengan beberapa pasangan suami istri yang telah
mengabaikan nafkah anak dalam perkawinan sehingga nantinya
akan diperoleh data yang diperlukan sebagai sumber untuk diolah
dan dianalisa.

b. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk
mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang
berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan
agenda yang yang berkaitan dengan objek penelitian.??

3. Sumber Data
Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data
primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer yang
digunakan oleh peneliti adalah hasil wawancara yang dilakukan di
Gampong Blang Lhok Kaju Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie.
Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti
bersumber dari buku-buku, jurnal hukum dan lain-lain yang
berhubungan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Analisis Data
Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,

perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya

22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta
CV, 2014), him. 240.
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(sebab-musabbab, duduk perkaranya dan sebagainya).?® Teknik analisis
data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif
analisis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.?*
Yang dimaksudkan dengan analisis disini adalah mendeskripsikan hasil
penelitian yang diperoleh dari teori kemudian direlasikan dengan praktik
di lapangan.
5. Penyajian Data

Adapun teknik penulisan pada skripsi ini adalah berdasarkan pedoman
penulisan skripsi tahun 2019 pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan untuk
terjemahan ayat Al-Qur’an, penulis menggunakan Al-Qur’an dan
Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik

Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan tata cara penyusunan pembahasan
yang terdapat dalam suatu karya tulis. Adapun sistematika penulisan yang
terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu dalam penelitian ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari
latar belakang pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan
istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua dalam penelitian ini meliputi pengertian nafkah dan dasar
hukumnya, sebab-sebab kewajiban pemenuhan nafkah, orang yang
berkewajiban memberikan nafkah, pemenuhan nafkah anak dalam perkawinan

menurut hukum Islam dan menurut hukum positif.

23 Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang
Disempurnakan, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 55.

24 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996),
him. 49.
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Bab tiga dalam penelitian ini membahas tentang pengabaian nafkah anak
di Gampong Blang Lhok Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie yang meliputi
profil lokasi penelitian, sebab-sebab terjadinya pengabaian nafkah anak oleh
suami dalam perkawinan dan tinjauan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah
anak oleh ayah dalam perkawinan di Gampong Blang Lhok Kaju Kecamatan
Indra Jaya Kabupaten Pidie serta dampak negatif yang terjadi karena ayah
mengabaikan nafkah anak dalam perkawinan di Gampong Blang Lhok Kaju
Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie.

Bab empat pada penelitian ini merupakan bab penutup yang terdiri dari
kesimpulan dan saran yang dirangkum oleh penulis berdasarkan hasil penelitian

yang telah dilakukan.



BAB DUA
KONSEP NAFKAH ANAK MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya
1. Pengertian Nafkah
Secara etimologi, kata “nafkah” berasal dari bahasa Arab yaitu al-
nafagah yang berarti biaya, belanja dan pengeluaran uang.”® Nafkah dalam
Kamus Hukum Internasional dan Indonesia adalah alimentasi, uang belanja
yang diperlukan guna memelihara kehidupan seseorang yang memerlukannya.
Menurut Kamus Hukum, nafkah adalah belanja untuk hidup sebagai pendapatan,
uang, belanja dari suami yang diberikan kepada istri, rezeki, bekal hidup sehari-
hari, mata pencaharian.?’

Menurut Sayyid Sabiq, nafkah dapat berupa kebutuhan pangan,
sandang, papan dan barang-barang tertentu serta sejumlah uang sebagai ganti
dari barang-barang yang diperlukan. Nafkah boleh ditentukan setahun sekali,
atau bulanan, mingguan, atau harian sesuai dengan kelapangan suami.?®

Menurut Wahbah az-Zuhaily, secara istilah nafkah adalah belanja (biaya
hidup) yaitu makanan saja.’® Sementara menurut Wasman dan Wardah
Nuroniyah, nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku

menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.°

% Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya:
Pustaka Progresif, 2002), him. 1449.

2 Subrata, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, (Jakarta: Permata Press, 2019),
hlm. 275.

27 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), him. 289.

23ayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 7, (Terj: Moh. Thalib), (Bandung: Alma’arif, 1997),
him. 86.

29 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adilatuhu, Jilid 7. (Damsik: Dar al-Fikr
1989), him. 789

30 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,
(Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), him. 252.
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Menurut Abdurrahman, kata nafkah mempunyai makna sebagai segala
biaya hidup yang merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan,
pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya bahkan
sekalipun di istri itu seorang wanita yang kaya.’'Menurut Kamal Muchtar,
nafkah berarti belanja yang merupakan kebutuhan pokok. Yang dimaksud
dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-
orang yang membutuhkannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak
memberikan definisi secara eksplisit tentang nafkah. Begitu pula di dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak
mendefiniskan nafkah secara spesifik. Akan tetapi, undang-undang dan
peraturan pemerintah tersebut hanya menyatakan bahwa nafkah menjadi salah
satu kewajiban seorang ayah terhadap anaknya. Kendatipun demikian dalam
Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi tentang nafkah secara
spesifik. Akan tetapi, aturan hukum tentang kewajiban nafkah oleh ayah diatur
dalam Pasal 105 huruf c yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan
ditanggung oleh ayah. Berdasarkan uraian definisi di atas, maka penulis
menyimpulkan bahwa nafkah adalah segala kebutuhan yang meliputi pangan,
sandang dan papan yang harus dipenuhi oleh seorang suami sebagai kepala
rumah tangga kepada istri dan anak-anaknya.

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum tentang kewajiban pemenuhan nafkah oleh ayah sebagai

kepala keluarga telah diatur baik dalam hukum keluarga Islam maupun dalam

hukum positif. Suami dan istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan

31 Abdurrahman, Perkawinan dalam Syari’at Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), him.
121.

32 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan
Bintang, 2004), him.15.
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memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani
maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.®®* Hukum keluarga dalam
Islam telah mengatur bahwa seorang ayah wajib memberi nafkah kepada istri
dan anak-anaknya. Berdasarkan hukum keluarga Islam, kewajiban ayah untuk
memenuhi nafkah keluarganya dapat dilihat berdasarkan firman Allah SWT
dalam Alqur’an dan hukum positif yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Adapun dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dalam Alqur’an Surah Al-Bagarah ayat 233 yang berbunyi:

A sfd Jeg izupjﬂ’ ’i of s 2l ELiE i 2ANY casp &

5 p
>993% Yy gy sl Sl Q@’Y\Mu&ydyﬂuuﬁ%&@j)
S aally v“’“ [FREALTE V&L: it C\:; 56 ; 3? ;ww JT f;ﬁ 31* ﬁw e
A0 s R M2 T 411,59,
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pernyusuan. Dan kewajiban ayah
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan
kkeduanya dan perm, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu
ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu
bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan”. (QS. Al-Bagarah [2]: 233).3*

nﬁ

\.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa minimal batas

usia menyusui yang baik bagi seorang bayi adalah dua tahun penuh.

3 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group,
2018), him. 92.

34 Kementerian Agama Republik Indonesia, At-Thayyib: Alqur’an Transliterasi Perkata
dan Terjemah Perkata, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), him. 37.
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Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa kewajiban seorang ayah sebagai
kepala keluarga untuk menafkahi anak dan istrinya dengan memberikan
harta yang halal dari hasil pekerjaan yang halal dan diridhoi oleh Allah
SWT.

Menurut pendapat Imam Malik, bayi disapih kurang dari dua
tahun, lalu disusui oleh perempuan lain, maka tidak berarti mahram,
karena posisi menyusui sama dengan makan. Ini diriwayatkan dari
Auza’i. Dan diriwayatkan dari Umar ibn Al-Khaththab dan Ali ibn Abi
Thalib, keduanya mengatakan: “Tidak ada menyusui setelah disapih.”
Kemungkinan keduanya terjadi setelah dua tahun. Itu sama dengan
pendapat mayoritas Ulama, baik untuk anak yang disapih atau tidak. Dan
mungkin yang dimaksud Umar ibn Al-Khaththab dan Ali ibn Abi Thalib
radiallahuanhuma adalah perbuatannya, seperti yang dipikirkan Iman
Malik.

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

55 28 s kot i il L 20 61 e S 150 A s

FER]

i

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum

sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang

dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan

pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata

yang baik”. (QS. An-Nisa’ [4]: 5).%

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT menyuruh
pada orang tua atau wali seorang anak untuk menjaga harta anak-anaknya dan
memberikan nafkah kepada anak-anak mereka sesuai dengan kemampuannya.

Begitu pula keharusan orang tua untuk selalu melontarkan kata-kata yang baik

35 Kementerian Agama Republik Indonesia, At-Thayyib: Alqur’an Transliterasi Perkata
dan Terjemah Perkata, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), him. 77.
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dalam mendidik anak-anaknya agar anak-anak tidak terganggu mental dan
pikirannya sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Begitu pula firman Allah SWT dalam Alqur’an Surah At-Thalaq ayat 6
yang berbunyi:

S0 o N 53 by fele il 2a3 ol s aSsd s 1K Lo e A
5 i 1S 158l SRl Ga B s sl O 6 gals a3 5l LA G
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan
(hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talag) itu sedang
hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin,
kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah
kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala

sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq [65]: 6).%

Berdasarkan Surah At-Thalaq ayat 6 tersebut menurut Muhammad
Quraish Shihab dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir al-Misbah, beliau
menafsirkan bahwa setiap suami agar menempatkan istrinya pada tempat tinggal
menurut kemampuan mereka. Jika istri dalam keadaan hamil maka berilah
mereka nafkah sampai mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui anak
kalian maka berikanlah kepada mereka upahnya.®’

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa hukum keluarga
Islam telah mengatur tentang kewajiban pemenuhan nafkah oleh ayah. Selain
hukum keluarga Islam, hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang
kewajiban nafkah oleh ayah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai
berikut:

3 Kementerian Agama Republik Indonesia, At-Thayyib: Alqur’an Transliterasi Perkata
dan Terjemah Perkata, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), him. 559.

37 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), him.
102
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a. Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 80 ayat (2)
Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan
hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 80 ayat (4)
Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
a). Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
b).Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri
dan anak;
c). Biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 81 ayat (1)
Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya
atau bekas istri yang masih dalam iddah.

Pasal 104 ayat (1)
Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayah. Apabila
ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada
orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

Pasal 105 huruf ¢
Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

b. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sementara itu, aturan hukum tentang kewajiban pemenuhan nafkah
oleh ayah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisinan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi
keputusan.

b. bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam
kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut engadilan dapat
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
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c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas
istri.38

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku

terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa didalam hukum
keluarga Islam maupun hukum positif di Indonesia sama-sama mengatur tentang

kewajiban dalam pemenuhan nafkah oleh ayah bagi istri dan anak-anaknya.

B. Sebab-sebab Kewajiban Pemenuhan Nafkah

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut
keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.*® Lahirnya
hukum kewajiban pemberian nafkah dipengaruhi oleh tiga sebab. Menurut
Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitabnya yang berjudul Figh Lima
Mazhab, menyatakan bahwa sebab-sebab kewajiban nafkah adalah karena sebab
masih ada hubungan kekerabatan/keturunan, sebab kepemilikan dan sebab

perkawinan.*

% Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 Tentang Putusnya Perkawinan serta
Akibatnya.

39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 Tentang Hak dan Kewajiban Orang
Tua dan Anak

40 Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, terj: Abdul Ghoffar, (Jakarta: PustakaAl-Kautsar,
2005), him. 383.

41 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab, (Jakarta: Basrie Press, 1994),
him. 150.
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Sementara, menurut Subaidi dalam jurnalnya yang berjudul Konsep
Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam menjelaskan bahwa tiga sebab
adanya kewajiban hukum dalam pemenuhan nafkah adalah sebagai berikut: 42
1.  Zaujiyyah (Sebab Perkawinan)

Zaujiyyah yaitu karena ikatan perkawinan yang sah. Konsekuensi dari
sebab ini adalah nafkah bagi istri dalam talak raj’i. Sementara, ketika suami
telah dikaruniani seorang anak, ia pun dibebankan pula kewajiban nafkah bagi
anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur’an Surah Lugman

ayat 15 yang berbunyi:

-
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“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku
sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu
mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik,
dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya
kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah
kamu kerjakan”. (QS. Lugman [31]: 15)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa seorang suami sebagai
ayah bagi anak-anaknya dan seorang kepala keluarga bagi keluarga diwajibkan
untuk memenuhi nafkah keluarga sesuai dengan batas kemampuannya.
Kewajiban memenuhi nafkah bagi istri dan anak adalah salah satu konsekuensi
perkawinan karena adanya akad. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk
memberikan jaminan nafkah bagi anak kandungnya, begitu pula seorang anak
yang dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian,
tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.*®

2. Qarabah (Sebab Kekerabatan)

42 Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, Isti’dal: Jurnal Studi
Hukum Islam, 1(2), Juli-Desember 2014, him. 159.

4 gatria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis
Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah, (Jakarta: Kencana, 2010), him 157.
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Qarabah yaitu sebab karena adanya hubungan kekerabatan. Dalam hal ini,
para fugaha berbeda pendapat. Kalangan Malikiyah menilai qarabah yang wajib
nafkah hanya pada hubungan orang tua dan anak (walid wal walad). Kalangan
Syafi’iyah, menilai garabah dalam hubungan orang tua dan anak, dan hubungan
cucu dan kakek (ushzl wa furi’). Kalangan Hanabilah, memahami garabah
dalam konteks hubungan waris fardh dan ashabah yang meliputi ushal, fura’,
hawasyi dan dzawil arham yang berbeda pada jalur nasab.

3. Milk (Sebab Kepemilikan)

Milk yaitu sebab kepemilikan. Dalam konsteks kekinian, sebab kepemilikan
dapat dipahami dalam konteks yang luas, meliputi hubungan kepemilikan
dengan sesuatu yang hidup seperti jasa pembantu, memelihara hewan dan lain-
lain.

Berdasarkan wuraian tersebut dapat diketahui bahwa sebab-sebab
kewajiban pemenuhan nafkah adalah karena adanya hubungan kekerabatan,

adanya hubungan perkawinan dan adanya hubungan kepemilikan.

C. Orang yang Wajib Memberikan Nafkah

Kewajiban pemberian nafkah oleh seseorang kepada seseorang, jumhur
ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Perbedaan pendapat tersebut
bermula dari penetapan kewajiban pemberian nafkah yang disebabkan karena
adanya akad pernikahan atau melihat kepada kehidupan suami-istri yang
memerlukan nafkah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa nafaqah itu mulai diwajibkan
semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah
bergaul dengan istrinya, dalam ari istri telah memberikan kemungkinan kepada
suaminya untuk menggaulinya, yang dalam figh disebut dengan tamkin. Dengan

semata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar nafagah sebelum
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melakukan tamkin.** Akan tetapi, kewajiban memenuhi nafkah bagi istri akan
gugur apabila ia melakukan nusyiiz.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alqur’an dalam Surah An-Nisa
ayat 34 yang berbunyi:
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“Laki-laki itu (suami) pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah
telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain
(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah
dari hartanya. Maka, perempuan-perempuan yang shaleh adalah mereka
yang taat (kepada allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada.
Karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang
kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada
mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, (pisah ranjang) dan (kalau
perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah
kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha
Tinggi, Maha Besar”. [Q.S. An-Nisa’ [4]: 34].

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa seorang suami adalah
pelindung keluarganya dan sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban
untuk menafkahi keluarganya. Akan tetapi, nafkah kepada istri akan gugur
apabila seorang istri melakukan nusyiz kepada suaminya. Oleh karenanya,
apabila terlihat adanya tanda-tanda nusyuzz atas istri tersebut, maka suami
diberikan cara oleh hukum Islam untuk mencegah adanya nusyiiz pada istri yaitu
dengan menasehatinya terlebih dahulu, jika tidak membuahkan hasil maka

seorang suami dapat melakukan pisah ranjang dan apabila belum berhasil juga

4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014),
him. 168.
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maka suami dapat memukul istri dengan cara tidak menyakiti akan tetapi hanya
sebagai pembelajaran agar istri tidak serta merta melakukan nusy:iz kembali.

Hukum menafkahi kedua orang tua adalah wajib bagi anak-anaknya dan
hukum menafkahi anak keturunan adalah wajib bagi kedua orang tuanya.*
Setiap orang tua memiliki tanggung jawab bagi pemeliharaan atau pengasuhan
terhadap anaknya. Pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anak adalah
pemenuhan berbagai aspek kebutuhan si anak, baik kebutuhan primer maupun
kebutuhan sekunder.*

Selain kewajiban antara suami kepada istri, orang tua kepada anak,
terdapat pula kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kerabat. Ada
beberapa syarat yang diharuskan bagi seseorang yang akan menafkahi
kerabatnya. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orang yang wajib diberi nafkah itu adalah kerabat yang membutuhkan
nafkah tersebut.

Namun, ulama berbeda pendapat tentang kewajiban memberikan
nafkah bagi mereka yang sanggup bekerja tapi tidak mau bekerja sebagai
berikut:

a. Menurut Hanafi dan Syafi’i, ketidaksanggupan bekerja tidak
menjadi tolak ukur bagi anak yang harus menafkahi orang tuanya
karena para anak tetap wajib memberikan nafkah bagi orang
tuanya.

b. Menurut Imamiyah dan Maliki, barang siapa yang memiliki
kesanggupan bekerja namun ia tidak mau bekerja maka tidak ada

kewajiban memberikan nafkah kepadanya;

45 Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, Figih Sunnah Imam Syafi i, (terj:
Rizki Fauzan), Cet. 11l (Cikumpa: Fathan Media Prima, 2018), him. 241.

46 pangeran, Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), him.
106.
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2. Menurut kesepakatan seluruh ulama kecuali Hanafi, disyaratkan bahwa
orang yang memberi nafkah itu haruslah orang yang berkecukupan.

3. Disyaratkan harus seagama.

a. Menurut Hanbali, jika salah satu kerabatnya non muslim maka
tidak ada kewajiban memberikan nafkah.

b. Menurut Maliki, Syafi’i dan Imamiyah, kewajiban memberikan
nafkah tidak disyaratkan harus seagama.

c. Menurut Hanafi, jika antara ayah (orang tua) dan anak tidak
disyaratkan harus seagama, namun jika dengan kerabat lain
disyaratkan harus seagama.

4. Kewajiban memberi nafkah kepada kaum kerabat adalah dalam jumlah
yang bisa menutupi kebutuhan pokok yaitu berupa gandum, lauk-pauk,
pakaian dan tempat tinggal. Sebab, hal itu diwajibkan dalam rangka
mempertahankan hidup.*’

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa urutan orang-orang
yang berkewajiban memberi nafkah adalah antara suami kepada istrinya yang
disebabkan karena hubungan perkawinan, kewajiban memberikan nafkah bagi
orang tua kepada anak-anaknya dan begitu pula sebaliknya, dan antara

seseorang dengan kerabatnya yang membutuhkan.

D. Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak

Anak adalah amanat Allah SWT yang harus dirawat, dipelihara dan
dididik dengan penuh kasih sayang. Mendidik adalah kewajiban orang tua yang
paling utama yang akan berpegaruh kuat dalam perkembangan anak pada masa-

masa selanjutnya. Kewajiban itu meliputi pendidikan jasmani dan rohani yang

47 Lihat, Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab: Ja fari, Hanafi, Maliki,
Syafi’i, Hanbali, (Terj: Masykur), (Jakarta: Lentera, 2011), him. 467-4609.
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dimulai sedini mungkin yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap orang
tua dalam berbagai aspek kehidupannya.*®

Menurut hukum keluarga Islam, anak dilahirkan dalam keadaan fitrah,
yaitu kondisi awala yang suci yang berkecenderungan kepada kebaikan tetapi
secara pengetahuan ia belum tahu apa-apa. Kendatipun demikian, modal dasar
bagi pengembangan pengetahuan dan sikapnya telah diberikan Allah SWT yang
berupa alat indera, akal dan hati.*°

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alqur’an Surah An-Nahl ayat 78
yang berbunyi:
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“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui  sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran,
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. (QS. An-Nahl [16]: 78)

Berdasarkan uraian ayat tersebut dapat diketahui bahwa seorang ayah

dan ibu sebagai orang tua bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik,
mengayomi, mengasihi anak-anaknya hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri.
Kewajiban memelihara ini tidaklah cukup karena harus dibarengi dengan
memenuhi nafkah anak yang meliputi biaya pendidikannya, biaya hidup dan
lain-lain yang diperlukan oleh seorang anak.

Tanggung jawab dalam pemeliharaan anak yang termasuk ke dalamnya
adalah kewajiban dalam pemenuhan nafkah anak menjadi beban orang tuanya
yang masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal akibat

perceraian.>® Menurut Martiman yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari

48 Safuddin Mujtaba dan Imam Jauhari, Hak-hak Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta:
Pustaka Bangsa Press), him. 84.

49 Anjani Sipahutar, dkk, Tanggungjawab Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca
Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam, USU Law Journal,
4(1), Januari 2016, him. 157.

%0 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2015), him. 197.



25

Akmal Tarigan, suami sebagai seorang ayah berkewajiban mencari nafkah bagi
anak-anak dan istrinya serta wajib melindungi istri serta memberikan segala
keperluan hidup rumah tangga, lahir batin sesuai dengan kemampuannya.®!

Menurut Wahbah al-Zuhaili, nafkah menurut istilah dalam ungkapan
para fugaha adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.>? Yang dikatakan
anak adalah yang masih kecil yang belum berumur 21 tahun dan memerlukan
bantuan orang lain, karena anak kecil biasanya tadak sanggup melakukannya
tanpa mendapatkan bantuan dari orang dewasa.Sedangkan secara istilah, anak
yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan
yang sah.>® Oleh karenanya, nafkah anak adalah kewajiban yang harus dipenuhi
oleh orang tua tentang seluruh kebutuhan anak sebelum anak cakap dan dapat
berdiri sendiri.

Begitu pula Anjani Sipahutar, dkk dalam jurnalnya yang berjudul
Tanggungjawab Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian
Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam mengatakan bahwa
mengenai pertanggungjawaban ayah terhadap nafkah pemeliharaan anak tidak
bisa dilepaskan dari kebijakan legislatif dan eksekutif sebagaimana yang tertuan
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun yang
tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang kedua peraturan tersebut tela
mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orang tua (khususnya
bagi nafkah) terhadap anak-anaknya.>*

Nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap

sesuatu yang berada dalam tanggungannya yang meliputi biaya untuk kebutuhan

51 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), him. 188.

52 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adilatuhu, jilid 7, (Damsik: Dar al-Fikr
1989) Cet Ke 2, him. 789

58 Pangeran, Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), him.
103.

5 Anjani Sipahutar, dkk, Tanggungjawab Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca
Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam, USU Law Journal,
4(1), Januari 2016, him. 154.
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pangan, sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder.>® Menurut
Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa setiap anak yang belum dewasa atau
sudah dewasa tetapi keadaan hidupnya miskin dan tidak mempunyai harta
berhak untuk mendapat nafkah dari orang tuanya yang mampu.>®

Menurut Ulama Figh yang dijelaskan oleh M. Ali Hasan menyatakan
sepakat bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan
ketentuan apabila ayahnya mampu memerikan nafkah untuk mereka, paling
tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak mempunyai harta atau
tidak bisa bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, tidak wajib ayah
memberi nafkah kepada anak-anaknya. Ulama Figh juga sependapat bahwa
nafkah anak wajib diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan pokok anak itu dan
sesuai pula dengan kondisi ayah dan anak itu.>’

Menurut Hamid Sarong yang dikutip oleh Heti Kurnaini dalam jurnalnya
yang berjudul Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap
Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong, menyatakan bahwa
hubungan perkawinan menyebabkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri
dan anak-anaknya. Ayah berkewajiban mencukupi nafkah anak-anaknya apabila
mereka memerlukan. Demikian pula, anak berkewajiban mencukupi nafkah ibu
bapaknya apabila mereka memerlukan, tanpa memperhatikan agama yang
dianutnya apakah sama atau berlainan. Kewajiban ayah memberikan nafkah
kepada anak-anaknya memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak
dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah

besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau perempuan;

% Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, Isti’dal: Jurnal Studi
Hukum Islam, 1(2), Juli-Desember 2014, him. 159.

%6 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundangan, Hukum
Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), him. 125

57 M.Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2006),
him. 224-226
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2. Ayah memiliki kemampuan dalam harta dan mampu untuk memberi
nafkah baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan
atau memiliki kekayaan yang menjadi penopang hidupnya.®®
Bagi anak perempuan, kewajiban ayah membri nafkah kepadanya
berlangsung sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan
yang dapat menjadi penopang hidupnya. Akan tetapi, tidak dapat dipaksa untuk
bekerja. Apabila ia telah menikah, maka nafkahnya menjadi kewajiban suami.
Apabila ayah dalam keadaan fakir tetapi mampu bekerja, tetapi penghasilannya
tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya tetap ada
dan tidak menjadi gugur. >°

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa ayah memiliki
tanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak-anaknya baik selama
perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian. Kewajiban pemenuhan
nafkah anak tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan sang ayah. Apabila
ayah tidak dapat bekerja, maka istri sebagai seorang ibu memikul tanggung
jawab untuk memenuhi nafkah anaknya. Apabila ibu pun dalam keadaan yang
tidak mampu untuk memenuhi nafkah dan bekerja, maka kewajiban pemenuhan
nafkah dibebankan kepada kakek.

% Heti Kurnaini, Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap
Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong, Jurnal Petita, 2(1), April 2017, him.
85-86.

5 Heti Kurnaini, Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap
Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong, Jurnal Petita, 2(1), April 2017, him.
86.
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BAB TIGA
PENGABAIAN NAFKAH TERHADAP ANAK DI GAMPONG BLANG
LHOK KAJU KECAMATAN INDRA JAYA KABUPATEN PIDIE

Pidie adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Pusat
pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli, kabupaten ini merupakan kabupaten
dengan jumlah penduduk terbesar ke 2 di provinsi aceh setelah kabupaten aceh
utara. Dua pertiga masyarakat kabupaten ini ada di perantauan, buat masyarakat
wilayah ini merantau adalah sebuah kebiasaan yang turun temurun untuk
melatih kemandirian dan keterampilan. Masyarakat wilayah ini mendominasi
pasar-pasar di berbagai wilayah di provinsi Aceh dan sebagian ke provinsi
sumatera utara dan negara tetangga Malaysia.

Keberadaan wilayah geografis Kabupaten Pidie terletak pada posisi
antara garis 04,30° — 04,60° Lintang Utara dan 95,75° — 96,20° Bujur Timur,
dengan luas wilayahnya sebesar 3.567,14 Km2 (2.605,908 Ha) yang dibatasi
oleh:

a. Sebelah Utara dengan Selat Malaka.

b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya.

c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Pidie Jaya dan Bireuen.

d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Besar.

Secara administratif pemerintah kabupaten pidie terbagi menjadi 23
Kecamatan, 94 Kemukiman, dan 730 Gampong serta 160 Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) dengan ibukota kabupaten terletak di Sigli.

Gampong Lhok Kaju merupakan sebuah gampong di Kecamatan Indra
Jaya Kabupaten Pidie, gampong ini dilihat dari keadaan topografinya terdiri dari
dataran dan dikelilingi oleh persawahan. Adapun batas-batas Gampong Lhok
Kaju sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lamreuneung.

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lam Ujong.
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c. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Tungkop.Sebelah Timur
berbatasan dengan Gampong Ulee Birah.

Gampong Lhok Kaju terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun Melati, Seujahtera,

Flamboyan, dan Seulanga. Letak Gampong Blang Lhok Kaju dapat dilihat pada

gambar berikut.
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Gambar 3.1 Letak Gampong Blang Lhok Kaju

Perkembangan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan
penduduknya, karena itu penduduk merupakan bagian yang sangat penting
dalam proses perkembangan dan pembangunan suatu wilayah.

Banyaknya masyarakat Gampong Blang Lhok Kaju yang berprofesi
sebagai petani, dagang, pegawai, dan buruh lepas, hal ini di dukung oleh letak
geografis Gampong Lhok Kaju yang berada di daerah perswahan produktif.
Penduduk Gampong Lhok Kaju pada umumnya berasal dari suku Aceh. Jumlah
Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2020 sebanyak 220 KK dengan jumlah
penduduk 632 jiwa. Rincian jumlah penduduk gampong Blang Lhok Kaju dapat
dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.1 Penduduk Gampong Blang Lhok Kaju Berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Jumlah Keterangan
1 | Petani 210
2 | Dagang 83
3 | PNS 16
4 | TNI/POLRI 2
5 | Lain-lain 53
Jumlah 364

Sumber: Sekdes Gampong Blang Lhok Kaju, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa usia kerja yang ada di
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Gampong Blang Lhok Kaju sebanyak 364 jiwa. Jenis pekerjaan di dominasi

oleh petani dan pedagang. Selain itu, menurut keterangan perangkat gampong,

warganya banyak yang merantau baik di kawasan Aceh maupun di luar Aceh

serta di Malaysia. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Penduduk Gampong Blang Lhok Kaju Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Jumlah Keterangan
1 | Pasca Sarjana 3
2 | Sarjana 29
3 | D-lll/Sederajat 5
4 | SMA/Sederajat 98
5 | SMP/Sederajat 22
6 | SD/Sederajat 12
7 | Tidak tamat sekolah 32

Sumber: Sekdes Gampong Blang Lhok Kaju, 2021
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Dilihat dari potensi ekonomi, wilayah di Gampong Blang Lhok Kaju
sangat strategis untuk pengembangan sektor pertanian khususnya tanaman padi
dan perdagangan. Dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar masyarakat di
Gampong Lhok Kaju telah sekolah di berbagai jenjang pendidikan dimulai dari
PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA serta sebagian masyarakat ada yang
sudah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi baik di dalam daerah maupun
di luar daerah dan bahkan ada beberapa diantaranya yang sedang menyelesaikan
pendidikannya di luar negeri atas bantuan beasiswa dari Pemerintah Aceh.
Pendidikan ini salah satu faktor terpenting dalam mencapai perubahan suatu
daerah kearah yang lebih maju, karena maju mundurnya masyarakat sangat
tergantung pada tingkat pendidikannya. Adapun lembaga-lembaga pendidikan
yang ada di Gampong Blang Lhok Kaju adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Lembaga Pendidikan di Gampong Lhok Kaju

No Lembaga Pendidikan Jumlah
1 Balai Pengajain 2
2 Pendidikan Anak Usia Dini 1
3 Pendidikan Non Formal 1

Sumber: Sekdes Gampong Blang Lhok Kaju, 2021

Berdasarkan data pada tabel di atas, dikethaui bahwa lembaga pendidikan
baik pendidikan agama maupun pendidikan formal yang terdapat di Gampong
Blang Lhok Kaju diantaranya adalah balai pengajian sebanyak dua buah, PAUD
satu buah dan privat sebanyak satu buah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa di
gampong Blang Lhok Kaju masih kekurangan lembaga pendidikan.

Dilihat dari segi agama yang dianut, pada umumnya masyarakat Aceh
menganut agama Islam. Demikian pula dengan masyarakat di Gampong
Gampong Blang Lhok Kaju yang seluruhnya beragama Islam, hal ini terliahat
dari peraturan Gampong yang dibentuk berlandaskan Syariat Islam. Kebudayaan

dan adat istiadat merupakan dua hal yang telah melebur dan menyatu dalam
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kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan adalah cipta, rasa dan karya manusia.
Sedangkan adat istiadat adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan secara
berulang-ulang atau secara turun temurun dan telah disepakati bersama oleh
kelompok masyarakat secara bersama-sama. Seperti, kegiatan peusijuk
pengantin baru yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga merupakan
sebuah adat istiadat yang ada di Gampong Balng Lhok Kaju dan banyak hal
lainnya yang masih melekat pada kebiasaan masyarakat di Gampong Blang
Lhok Kaju.

A. Sebab-sebab Terjadinya Pengabaian Nafkah Anak di Gampong Blang
Lhok Kaju Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie

Nafkah dapat dikatakan sebagai pengeluaran berupa kebutuhan dan
keperluan yang disesuaikan dengan kemampuan suami di mana suami istri
tinggal seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal. Banyaknya nafkah yang
harus diberikan, yaitu mencukupi keperluan dan kebutuhan serta bergantung
pada keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan
suatu tempat. Contoh nafkah yang harus dipenuhi seperti kebutuhan pangan,
sandang, papan dan barang-barang tertentu serta sejumlah uang sebagai ganti
dari barang-barang yang diperlukan. Nafkah boleh ditentukan setahun sekali,
atau bulanan, mingguan, atau harian sesuai dengan kelapangan suami

Suami atau ayah wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu
belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu. Sehingga
teranglah bahwa nafkah itu untuk isteri dan anak-anaknya, sedangkan kewajiban
nafkah itu tetap berlaku, meskipun isteri telah diceraikan oleh suaminya, bahkan
bekas isteri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusui
anaknya. Namun dalam kenyataannya terjadi pengabaian nafkah anak oleh

ayahnya, sehingga menimbulkan masalah sosial dan ekonomi terhadap anaknya.
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Adapun kasus pengabaian nafkah anak di Gampong Blang Lhok Kaju sebanyak

tiga kasus, yaitu sebagai berikut.

1. Inisial Suami : AM Bin AR

Inisial Istri : RS Binti AB

Jumlah Anak . 1 (satu)

Lama Pisah . Sekitar tahun 2017, ketika sedang istri mengandung

Penyebab : Menikah karena terpaksa (akibat perzinahan), keluarga
istri tidak suka dengan suami anaknya sehingga
memutuskan bercerai saat usia anak baru 1 tahun.®

. Inisial Suami : NU Bin AB

Inisial Istri : MR Binti RZ

Jumlah Anak . 7 (tujuh)

Lama Pisah . Sekitar tahun 2000

Penyebab : Awalnya pergi merantau ke Malaysia, hingga hilang
kontak dan tidak ada kabar pada keluarga. Sekitar tahun
2011 kelauarga dapat berita bahwa yang bersangkutan
telah menikah lagi.®*

. Inisial Suami : MS Bin MR

Inisial Istri : RH Binti SA

Jumlah Anak . 1 (satu)

Lama Pisah . Sekitar tahun 2016, setelah lahir anak pertama

Penyebab : Berawal dari merantau ke Meulaboh hingga tidak ada

kabar sama sekali, pada tahun 2019 diketahui telah

menikah lagi di Meulaboh.®?

60 Hasil wawancara dengan RS, pada tanggal 18 Januari 2021.
61 Hasil wawancara dengan MR, pada tanggal 19 Januari 2021.
62 Hasil wawancara dengan RH, pada tanggal 22 Januari 2021.
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Berdasarkan data wawancara di atas, diketahui bahwa penyebab
pengabaian nafkah oleh ayah terhadap anaknya adalah karena menikah lagi
dengan wanita lain. Dalam prakteknya seseorang yang memiliki istri lebih dari
satu, maka ia harus memenuhi ketentuan dalam syariat Islam dan Undang-
Undang yang mengatur bahwa pelaksanaan perkawinan yang kedua kalinya dan
seterusnya harus diajukan dan di daftarkan kepada Kantor Pencatat Nikah yang
di otoritaskan dimiliki oleh Kantor urusan Agama (KUA) atau kantor catatan
sipil.

Praktek perkawinan ini menurut hukum islam sah-sah saja tanpa adanya
izin istri pertamanya yang penting sudah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dan sedangkan jika dilihat dari figih Indonesia yang mana tertuang
dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan
seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamanya ini telah menyalahi
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan.

Walaupun poligami menurut hukum islam diperbolehkan akan tetapi di
situ juga terdapat peraturan-peraturan yang harus dipenuhi dan ditaati seperti
apa yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 58 ayat 1 huruf (a) dan
Undang-undang Perkawinan pasal 5 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi: adanya
persetujuan dari istri. Akibat poligami yang tidak sesuai dengan tuntutan syariah
yang terjadi di Gampong Balng Lhok Kaju mengakibatkan pengabaian terhadap
hak-hak nafkah yang diterima oleh anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya
pengabaian nafkah anak oleh ayahnya di Gampong Balng Lhok Kaju umumnya
disebabkan oleh poligami yang dilakukan oleh ayahnya yang tidak sesuai
dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam.

Suami wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk
memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu. Sehingga teranglah

bahwa nafkah itu untuk isteri dan anak-anaknya, sedangkan kewajiban nafkah
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itu tetap berlaku, meskipun isteri telah diceraikan oleh suaminya, bahkan bekas
isteri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusui anaknya.
Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua
mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Karena
pekawinan tersebut mempunyai suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk
berkembang biak dan melestarikan hidupnya.®® Pada dasarnya, manusia diberi
hak-hak tertentu sebagai hak asasi yang kemudian disebut dengan istilah fitrah
atau sunnatullah, dalam dunia ilmiah disebut sebagai insting bagi manusia.
Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan

peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Nafkah Anak di
Gampong Blang Lhok Kaju Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie

Nafkah merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh orang-orang yang
membutuhkannya. Sebagian ahli figh berpendapat bahwa yang termasuk dalam
kebutuhan pokok itu ialah pangan, sandang, dan tempat tinggal, sedang ahli
figh-figh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok hanyalah pangan saja,
mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga.®*

Konflik keluarga berkepanjangan di Gampong Balng Lhok Kaju dan
berakhir dengan perceraian ternyata berakibat fatal bagi kehidupan anak.
Banyak anak nakal dan hancur masa depannya karena pertengkaran dan
perceraian orang tua. Sekarang dapat dibayangkan bagaimana anak
mendapatkan haknya secara sempurna jika orang tua bercerai. Tidak dapat
dipungkiri jika orang tua anak bercerai, maka salah satu pihak tidak memenuhi
kewajiban sehingga anak terabaikan. Pernyatan tersebut merupakan mafsadat

(kerusakan) yang ditimbulkan oleh perceraian, sehingga Allah sendiri

83 Slamet Abidin, Figih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), him. 9.
64 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet. ke-3 (Jakarta:
Bulan Bintang, 1993), him. 126.
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menghalalkan namun sangat membencinya. Sesuai dengan sabda Rasulullah
SAW:
Perbuatan yang halal namun sangat dibenci Allah adalah thalag.(HR.
Abu Dawud)

Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan
perkawinan membawa konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban timbal
balik antara orng tua dan anak. Anak mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh
orang tua, seperti pemenuhan kebutuhan materiil untuk biaya kehidupan anak,
pendidikan anak serta kasih sayang dari orang tua.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada Istri terdapat dalam
Al-Qu’an al-Hadis. Hukum membayar nafkah untuk anak, baik dalam bentuk
pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib.
Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam sejak awal telah memberikan peran
yang berbeda bagi suami baik dalam nafkah maupun dalam soal struktur rumah
tangga. Tanggung jawab menafkahi dalam rumah tangga dibebankan kepada
tanggung jawab suami sebagaimana tersurat dalam surah al-Bagarah ayat 233.
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Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.
Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
(QS. Al-Bagarah:233).

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya
diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan
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menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan
terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.

Dalam Tafsir Al-Quran Surah al-Bagarah ayat 233 diterangkan, setiap
ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu dan anak-anaknya baik
sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi
anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah
berkewajiban bagai seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang
dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.®® Orang yang
wajib memberinya nafkah adalah adalah bapaknya. Hal ini sesuai firman Allah
SWT.

HERR YRGB R FE A R AR
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Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)
yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka
belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada
mereka kata-kata yang baik (QS. an-Nisa: 34).

Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik
ibunya telah bersuami atau pun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa
pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu
termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusuan
dibebankan kepada bapak bukan kepada ibu.®’

Bapak berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya,

suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri dan

65 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Afaikih Nikah Lengkap),
(Jakarat: Rajawali Pers, 2013), him. 166.

66 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid X, (Yogyakarta: Dana Bhakti
Wakaf, 1991), him 392.

%7 Imam Syafi’i, Ringkasan Kitab Al-Umm, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir.
Cet.ke-3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) him. 440.
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anak menderita karenanya. Selain dalam surah al-Bagarah, Allah SWT juga

berfirman dalam surah at-Thalaq ayat 6 sebagai berikut.
..%%&jj@Y)rgbjwr&a&w&&\

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. (QS. at-Thalag:6).

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi
tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri.
Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu
dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang
lain tinggal bersama dia. Selain ayat 6 dalam surah at-Thalaqg ayat 7 juga Alllah

berfirman tentang nafkah.
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Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah  menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak
memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah
berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah
kesempitan. (QS. at-Thalag:7).

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang
kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan
bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki
untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar
kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak
istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan
rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi

nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia
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memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang
tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan
sesuai dengan apa yang allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri)
menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah
akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.%®

Demikian pula dalam struktur rumah tangga al-Quran juga menegaskan
bahwa tanggung jawab kepemimpinan berada pada suami, sebagaiamana telah

dikemukakan pada al-Quran an-Nisa ayat 34.
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Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak
ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang
kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah
mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika
mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar
(QS. an-Nisa: 34)

Hadits nabi Muhammad SAW tentang nafkah diantaranya adalah sebagai
berikut.
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68 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), him.
303.
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Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu berkata, “ada seseorang datang
kepada nabi saw. dan berkata, ‘wahai Rasulullah, aku mempunyai satu
dinar?’ beliau bersabda, ‘nafkahilah dirimu sendiri. ‘iya berkata, ‘aku
mempunyai satu dinar lagi.’beliau bersabda nafkahi anakmu. ‘iya
berkata, aku mempunyai satu dinar lagi, belaiu bersabda, ‘nafkahi
istrimu, ‘iya berkata aku mempunyai satu dinar lagi. ‘beliau bersabda,
‘nafkahi pembantumu. ‘ia berkata lagi aku mempunyai satu dinar lagi.
‘beliau bersabda, ‘engkau lebih tau (siapa yang harus diberi natkah).”
(HR. Syafi’i dan Abu Daud dengan lafaz Abu Daud. An-Nasa’i dan Al-
Hakim juga meriwayatkan dengan mendahuluka istri dari pada anak).®®

Dari hadits di atas menerangkan tenang kewajiban suami terhadap istrinya
untuk memberikan jaminan berupa: (1) Memberi nafkah baik berupa sandang,
pangan, papan. (2) Tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah

isterinya, dan (3) Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya.
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Dari Said Ibnu al-Musayyab tentang orang yang tidak mampu memberi
nafkah istrinya, ia berkata: Mereka diceraikan. Riwayat Said Ibnu
Manshur dari Sufyan dari Abu al-Zanad, ia berkata: Aku bertanya
kepada Said Ibnu al-Musayyab, apakah itu sunnah? Dia berkata: Ya,
sunnah. Hadits ini mursal yang kuat. Dari Umar Radliyallaahu ‘anhu
bahwa ia menulis surat kepada komandan militer tentang orang-orang
yang meninggalkan istri mereka: yaitu agar mereka menuntut dari para
suami agar memberi nafkah atau menceraikan. Apabila mereka
menceraikan, hendaklah mereka memberi nafkah selama mereka dahulu

B (s 3

8 Ibnu Hajar al-Asgalani. Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum. Nomor Hadits
1182. (Jakarta: Gema Insani, 2013), him. 508.
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tidak ada. Dikeluarkan oleh Syafi'i kemudian Baihagi dengan sanad
Hasan.”

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian
maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu
Sufyan pernah mengadukan maslahnya kepada Rosulullah SAW.
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Dari ‘Aisyah radhiyallaahu ‘anha, ia berkata, “Hindun Binti ‘Utbah, isteri
Abu Sufyan menemui Rasulullah saw seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah,
sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak
memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku
dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa
sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu.?” Rasulullah saw

menjawab, ‘Ambillah dari hartanya dengan cara ‘ma’ruf’ apa yang cukup

buatmu dan anakmu.”” (Muttafaqun ‘alaih).”

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila
dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat
berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi
nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan
tidak memiliki harta. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surah

Lugman ayat 15.

g B4 & o).

Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik (QS. Lugman:15)
Yang dimaksud dengan pergaulilah dalam ayat ini yaitu menjaga agar
keduanya jangan sampai sakit hati atau kesusahan, dan menolong keduanya

dalam segala keperluannya. Para ulama telah sepakat bahwa suami

0 Ibnu Hajar al-Asgalani. Bulughul..., Nomor hadits 1181, him. 507.
L Ibnu Hajar al-Asgalani. Bulughul..., Nomor hadits 1172, him. 504.
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berkewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang masih kecil dan
tidak mempunyai harta, ayah atau bapak wajib memberi nafkah untuk anak-
anaknya dengan syarat:

1. Anaknya masih kecil atau belum dewasa.

2. Anak itu miskin dan tidak mempunyai harta untuk nafkahnya sendiri.

Menurut Abu Hanifah, anak yang sudah dewasa jika ia masih menuntut
ilmu pengetahuan atau sekolah maka ayahnya berkewajiban untuk memberikan
nafkahnya untuk membiayainya.’? Jika anak itu sudah baligh atau sudah dewasa
dan sudah mampu berusaha sendiri, maka ayahnya tidak wajib lagi memberikan
nafkah untuk anaknya itu, dan apabila anak itu punya harta sendiri untuk
menafkahi dirinya sekalipun ia masih Kkecil, maka ayahnya juga tidak
berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu, tetapi kalau anaknya
masih sekolah, sekalipun dia sudah dewasa tapi masih belum bekerja maka
ayahnya berkewajiban untuk membiayai anaknya sekolah.

Ketika perceraian terjadi pentingnya untuk memperhatikan persoalan
tanggung jawab atas biaya nafkah anak yang menyangkut semua kebutuhan
anak. Didalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan
bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang
belum dewasa atau dibawah pengampuan.

Apabila seorang ayah atau kedua orang tua tersebut lalai untuk melakukan
kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anaknya, setelah perkawinan
putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan perwalian atas
anak-anaknya tersebut. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat,
menjaga sampai anak tersebut dewasa atu dapat berdiri sendiri. Bentuk tanggung
jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian.

Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti

2Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Al-Hidayah : 1998), him,. 172.
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menanggung biaya hidup anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak serta
memberikan kiswah bagi anaknya-anaknya sehingga anak bisa berkembang
sebagaimana mestinya.

Empat Imam Figh madzab sepakat menetapkan bahwa hukum
memberikan nafkah keluarga adalah wajib bagi suami, Para Imam yang empat
sepakat menetapkan wajibnya suami memberikan nafkah bagi anggota keluarga
yang dikepalainya, seperti orang tua, isteri, dan anak yang masih kecil. Kalimat
tersebut menegaskan bahwa anggota keluarga tidak sekedar isteri, melainkan
juga anak yang masih kecil (belum mampu mencari nafkah sendiri) dan orang
tua (yang sudah tidak mampu mencari nafkah lagi). Hal ini lebih menegaskan
bahwa semua orang yang ada di dalam kekuasaan suami, termasuk pembantu
ataupun budak, adalah anggota yang nafkahnya menjadi tanggungan suami.

Kewajiban ini melekat pada diri suami, tidak memandang salah satu syarat
pemberian nafkah, yakni kesejahteraan. Karena memberi nafkah kepada orang
tua bagi anak dan nafkah anak bagi orang tua merupakan nafkah wajib. Para
fugaha sepakat bahwa kesejahteraan bukan merupakan persyaratan bagi
pembebanan kewajiban memberi nafkah, karena persyaratannya hanya satu
yaitu kemampuan (al-qudrah) walalupun orang tua atau anak yang dibebani
tidak memiliki finansial yang memadai (mu ’sir). Dalam kondisi seperti ini
kewajiban memberi nafkah tidak gugur kecuali jika orang tua atau putranya
tidak memiliki kemampuan (‘ajiz), karena ia menjadi beban tanggungan nafkah
yang lain. Dalam kondisi seperti ini beban kewajiban bapak atau anak menjadi
gugur dan dianggap tidak ada.”

Pemberian nafkah seorang bapak kepada anaknya tidak dibebankan
kepada yang lain tetapi kepada diri bapak tersebut secara mandiri walaupun ia
miskin (mu ’sir) karena anak tersebut dikaitkan deggannya, bagian dari dirinya

dan karena itu beban memberi nafkah tidak gugur seperti layaknya

73 Udin Safala, Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah, Justitia Islamica,
No. 2, Vol. 12 (Juli-Desember, 2015), 274-276.
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mempertahankan anaknya itu tetap hidup kecuali jika ia benar-benar tidak
memiliki kemampuan dan tidak memiliki pekerjaaan. Beban nafkah dapat
‘dipindahkan’ pada yang memiliki kemampuan, namun beban nafkah ke yang
lain tersebut menjadi hutang (dain) bagi bapak dan beban tersebut kembali ke
bapak jika ia telah memiliki kemampuan dan sejahtera (al-yasar). Pembebanan
nafkah kepada kerabat yang lain dikaitkan dengan konteks giyas figh berupa
hutang bagi bapak dan dikembalikan kepadanya saat sejahtera.’

Suami hendaknya berusaha sekuat tenaga agar dapat mencukupi nafkah
keluarga dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang diridloi
Allah SWT. Suami tidak pantas berpangku tangan dan juga tidak selayaknya
berlaku kikir terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. la harus
memberikan nafkah keluarga secara ikhlas karena mengharap ridla Allah dan
demi kebahagiaan keluarganya.

Tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal
149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa: Bilamana perkawinan putus
karena talak, maka bekas suami wajaib memberikan biaya hadhanah umtuk
anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pada dasarnya tanggung
jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya
masih hidup rukun atau ketika pekawinan mereka gagal karena perceraian.
Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu
kibat perceraian, orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung
jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat
tinggal yang layak, serta memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sehingga
anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya.

Islam membedakan antara anak yang masih kecil (belum baligh) dan anak
yang sudah baligh. Anak yang masih kecil belum mumayyiz (belum bisa

membedakan yang hak dan yang bathil) dan ada yang mumayyiz. Hukum-hukum

™ 1bid., 278.
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yang berhubungan dengan anak antara lain; nasab, kewarisan (ilmu faraid),
penyusuan (Rada'ah), pemeliharaan (Hadanah), dan perwalian.

Dalam hukum Islam, nafkah anak erat hubungannya dengan hadanah.
Hadanah berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil
atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri
sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang
membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya, supaya si
anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan-persolan hidup yang
dihadapinya.”™

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 149 Kompilasi
Hukum Islam ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan
munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap isterinya, antara lain
dengan memberikan mut’ah untuk menggembirakan bekas isteri, memberikan
nafkah selama masa ‘iddah, melunasi mas kawin, dan membayar natkah untuk
anak-anaknya."®

Maftuh Asnan menjelaskan bahwa nafkah bagi suami terhadap isteri dan
anak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Terlebih orang tua terhadap
anak-anaknya. Apabila seorang suami menthalaq isterinya, sedangkan isteri itu
mempunyai anak, maka isterinya itulah yang berhak mengasuh anak tersebut
hingga berusia minimal tujuh tahun dan mengenai biaya hidup (nafkah) si anak-
anak dibebankan suami yang menceraikannya sesuai dengan kemampuannya.’’

Tidak terdapat suatu nash-pun yang menerangkan ukuran minimum atau
maksimum tentang nafkah yang harus diberikan suami kepada isteri maupun
anaknya. Al-Quran dan al-Hadits hanya menerangkan secara umum saja, yaitu

orang yang kaya memberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya, dan orang

5 Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), him. 260.

6 Aminah Azis, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Medan: USU Press, 1998), him.26.

" Maftuh Asnan, et al., Risalah Figh Wanita, (Surabaya: Terbit Terang, 2001), him.
381.
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yang miskin memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana

firman Allah dalam Al-Quran Surat at-Thalaq ayat 7:

saw

(TN
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Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.

Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari

harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban

kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.

Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (QS. at-

Thalaq:7).

Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan
berdasarkan ketentuan syarat, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami
isteri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan
keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.”® Syafi’i
berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua mud (1
mud = £ 1,5 kg), atas orang yang sedang satu setengah mud, dan orang yang
miskin satu mud.

Silang pendapat ini disebabkan ketidakjelasan nafkah dalam hal ini, antara
disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian
pakaian. Demikian itu karena fugaha sependapat bahwa pemberian pakaian itu
tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya. Oleh sebab itu
maka setiap suami muslim harus mencukupi nafkah keluarga itu sesuai dengan
kemampuannya. Jika dia menjalankannya dengan baik, maka Alllah akan
memberikan pahala. Dan jika dia meninggalkan atau melalaikannya maka dia

berdosa dan akan mendapat siksa dari Allah SWT."”®

8 1bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad
Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), him. 519.

9 M. Nipan Abdul Halim, Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2002), him. 144-145.
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Menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya
mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin, maka kekuasaannya terhapus.®°
Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya,
baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika pekawinan mereka gagal
karena perceraian. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak
terhenti pada suatu Kibat perceraian, orang tua masih berkewajiban untuk
melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi
anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan pendidikan
bagi anak-anaknya sehingga anak dapat tumbuh sebagaimana mestinya.

Menurut tinjauan KHI dalam pengabaian nafkah anak di Gampong Blang
Lhok Kaju tidak sesuai dengan apa yang ada dipasal 98, pasal 105 dan pasal 106
tentang pemeliharaan anak. Pemeliharan anak yang masih kecil hingga dewasa

tetap tanggung jawab orang tua, meskipun orang tua sudah bercerai.

C. Dampak terhadap Anak Akibat Pengabaian Nafkah oleh Ayah di
Gampong Blang Lhok Kaju Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie

Perceraian boleh dilakukan oleh suami isteri sebagai solusi untuk
menyelamatkan Rumah Tangga. Hal ini dilakukan sebagai jalan terahir
bilamana perkawinan tidak dapat diselamatkan lagi dan menjaga hubungan
keluarga jangan sampai terpecah belah. Lebih dijelakan dalam syari“atnya
bahwa perceraian dibolehkan oleh agama Islam bukan berarti agama Islam
menyukai jalan alternatif perceraian dan Islam sangat melarang melakukan
perceraian berulang-ulang.

Anak merupakan korban ketika orang tuanya bertengkar atau
memutuskan untuk berceraia. Takut dan kehilangan kasih sayang ayah dan atau
ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal

serumah. Dampak negatif bagi anak yang memang masih dalam pertumbuhan

80 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
him 167.



48

dan perkembangan secara fisik maupun psikis, tidak sedikit anak menjadi
korban dari ulah orang tuanya seperti kenakal remaja, mengkonsumsi obat-
obatan terlarang (narkoba), mengalami depresi dan lain sebagainya karena
pengaruh dari kasus perceraian. Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi
belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain.
Anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan mental. Anak yang
menjadi korban perceraian sering kali mengalami masalah prilaku yang
kemudian berdampak buruk pada kemampuan akademik mereka.

Dalam setiap perceraian yang sudah diputus biasanya adanya suatu
pembebanan nafkah kepada anak yang selalu diberikan kepada pihak yang bisa
memberi nafkah. Nafkah sendiri juga dapat didefinisikan sebagai biaya wajib
dikeluarkan oleh seorang (suami/istri) terhadap suatu yang berada dalam
tanggunganya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, pendidikan, sandang dan
papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.

Anak berasal dari kata al-Walad yang berarti keturunan yang kedua,
orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau
khunsa sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis. Anak adalah
buah yang diharapkan dari pernikahan, melahirkan keturunan merupakan salah
satu tujuan terpenting dari pernikahan. Hal ini dikarenakan anak merupakan
benih (cikal bakal) kehidupan manusia di masa depan, dan generasi baru yang
mewarisi kehidupan dan menjaga kelangsungannya sepanjang kehidupan.

Dalam kasus pengabaian nafkah oleh ayah di gampong Blang Lhok
Kaju, terjadi dengan varian waktu yang berbeda-beda antara satu kasus dengan
kasus yang lainnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan responden berikut.

Menurut pengakuan Ibu AM, sejak anak ini lahir pada awal tahun 2018 dia
tidak pernah memberikan nafkah sampai sekarang. Setelah ada keputusan
cerai dan dia berhak menanggung nafkah anak tetapi dia tetap

mengabaikannya. Sebagaimana anda ketahui bahwa kami menikah tanpa
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persetujuan orangtua dan juga akibat kesalahan yang kami lakukan sehingga
terpaksa menikah.®
Sedangkan Ibu MR, mengemukakan bahwa awalnya sekitar tahun 2000
suaminya merantau ke Malaysia untuk mengadu nasib juga dengan alasan
menghindari konflik di Aceh. Satu tahun pertama dia mengirim kabar dan
lama-lama tidak ada kabar, hingga pada awal tahun 2011 dapat kabar sudah
menikah lagi dan sudah pula mempunyai anak di Malaysia.®
Selanjutnya Ibu RH, mengemukakan bahwa berawal dari merantau ke
Meulaboh pada tahun 2016 hingga tidak ada kabar sama sekali, pada tahun
2019 diketahui telah menikah lagi di Meulaboh.®
Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa awal mula suami
mengabaikan nafkah anaknya karena alasan merantau dan selanjutnya
melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertama. Kasus lainnya karena
faktor keluarga yang tidak setuju pernikahan anaknya yang disebabkan oleh
perzinahan yang mereka lakukan.
Dalam kasus ini anak tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.
Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang
dari orang lain, sedangkan yang dimadsud kewajiban adalah apa yang mesti
dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam
rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak.
Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula siistri
mempunyai beberapa kewajiban.
Anak merupakan korban ketika orang tuanya bertengkar atau
memutuskan untuk berceraia. Takut dan kehilangan kasih sayang ayah dan atau
ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal

serumah.

81 Hasil wawancara dengan RS, pada tanggal 18 Januari 2021.
82 Hasil wawancara dengan MR, pada tanggal 19 Januari 2021.
8 Hasil wawancara dengan RH, pada tanggal 22 Januari 2021.
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Ibu AM mengemukakan bahwa dampak yang dirasakan sangat banyak,
apalagi orangtuanya tidak mengharapkan kelahiran anaknya, sehingga harus
memenuhi sendiri nafkah anak. Dampak pada anak saya akibat pengabaian
nafkah oleh ayahnya diantaranya dia tidak mendapatkan kebutuhan seperti
anak-anak lainnya, seperti makanan yang cukup, susu, baju, mainan dan
lainnya selayaknya anak-anak pada umumnya.®*

Ibu MR, mengemukakan bahwa dampak yang dirasakan anak-anak adalah
tidak dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya. Apalagi abang
dan kakaknya tidak sambung kuliah karena harus bekerja memenubhi
kebutuhan keluarga.®®

Ibu RH mengemukakan bahwa dampak yang dirasakan oleh anak adalah
kurang terpenuhi kebutuhannya, baik kebutuh materil maupun kebutuhan
moril kasih sayang dari ayah.®®

Dampak negatif bagi anak yang memang masih dalam pertumbuhan dan
perkembangan secara fisik maupun psikis, tidak sedikit anak menjadi korban
dari ulah orang tuanya seperti kenakal remaja, mengkonsumsi obat-obatan
terlarang (narkoba), mengalami depresi dan lain sebagainya karena pengaruh
dari kasus perceraian.

Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam
bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain. Anak-anak yang
mengalami gangguan emosional dan mental. Anak yang menjadi korban
perceraian sering kali mengalami masalah prilaku yang kemudian berdampak
buruk pada kemampuan akademik mereka. Anak tidak akan dapat lagi
menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi
pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan
terlantarnya pengasuhan anak. Perceraian orang tua merupakan hal yang akan

8 Hasil wawancara dengan RS, pada tanggal 18 Januari 2021.
8 Hasil wawancara dengan MR, pada tanggal 19 Januari 2021.
8 Hasil wawancara dengan RH, pada tanggal 22 Januari 2021.



51

menguncang kehidupannya dan akan mendampak buruk bagi pertumbuhan dan
perkembangan anak termasuk berpengaruh besar terhaadap pendidikannya,
sehingga anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya
perceraian orang tuanya. Akibat bentuk pengabaian tersebut anak menjadi
bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci,
sehingga anak menjadi kacau dan liar.

Ketika terjadi pengabaian nafkah oleh ayah, secara otomatis tanggung
jawab tersebut beralih kepada ibu. Hal inilah yang diakui oleh responden dalam
penelitian ini.

Ibu AM mengemukakan bahwa dia bekerja sebagai buruh cuci dan juga
bekerja di sawah untuk memenuhi kebutuhan anaknya.®’

Sedangkan Ibu MR mengemukakan bahwa anak-anaknya sudah ada yang
besar-besar dan 4 orang diantaranya sudah bekerja sehingga mampu
memberikan nafkah untuk adik-adiknya, selain itu kakek dan neneknya juga
mau memberikan bantuan untuk anak-anaknya, sehingga tidak menyulitkan
dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya.®

Ibu RH mengemukakan bahwa dirinya bekerja jaga toko dan dia mengakui
dapat memenuhi kebutuhan anaknya.®®

Anak merupakan korban ketika orang tuanya bertengkar atau
memutuskan untuk berceraia. Takut dan kehilangan kasih sayng ayah dan atau
ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal
serumah. Dampak negatif terhadap anak akibat pengabaian nafkah oleh ayah di
Gampong Blang Lhok Kaju terutama bagi pertumbuhan dan perkembangan
secara fisik maupun psikis. Anak yang tidak diberi nafkah oleh ayahnya

mengalami depresi karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya.

87 Hasil wawancara dengan RS, pada tanggal 18 Januari 2021.
8 Hasil wawancara dengan MR, pada tanggal 19 Januari 2021.
8 Hasil wawancara dengan RH, pada tanggal 22 Januari 2021.
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Pengabaian nafkah di Gampong Blang Lhok Kaju mempengaruhi
prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang
yang lain. Anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan mental. Anak
yang menjadi korban pengabaian nafkah sering kali mengalami masalah prilaku
yang kemudian berdampak buruk pada kemampuan akademik mereka.

Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara
bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang
pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak.
Perceraian orang tua merupakan hal yang akan menguncang kehidupannya dan
akan mendampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak termasuk
berpengaruh besar terhaadap pendidikannya, sehingga anak-anak adalah pihak
yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya. Akibat
bentuk pengabaian tersebut anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih,
sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar.

Ditinggalkan oleh salah seorang dari kedua orang tuanya, jelas
menimbulkaan emosi, dendam, rasa tidak percaya karena merasa dikhiyanati,
kemarahan dan kebencian, sentimen itu menghambat perkembangan relasi
manusiawi anak. Di antara dampak negatif dari kasus perceraian terhadap
pendidikan dan perkembangan anak dapat disimpulan sebagai berikut:

1. Anak kurang mendapkan perhatian, kasih sayng, dan tuntutan pendidikan
orang tua, terutama bimbingan aya, karena ayah dan ibunya masing-
masing sibuk mengurus permasalahan mereka.

2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak menajdi tidak terpenuhi, keinginan
harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak
mendapatkan konpensasinya.

3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang snagat
diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan

kontrol diri yang baik.
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4. Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi anak, baik dalam bidang stadi
agama maupun dalam bidang yang lain. Salah satu pungsi dan tanggung
jawab orang tua yang mendasar terhadap anak adalah memperhatikan
pendidikannya. Memperhatikan pendidikan anak bukan hanya sebatas
memenuhi perlengkapan belajar anak atau biaya yang dibutuhkan,
melainkan yang terpenting adalah memberikan bimbingan dan pengarahan
serta motivasi kepada anak agar anak berprestasi dalam belajar. Oleh
karena itu kedua orang tua bertanggung jawab dalam memperhatikan
pendidikan anak, baik perlengkapan kebutuhan sekolah maupun dalam

kegiatan belajar anak.

5. Mempengaruhi pembentukan keperibadian anak.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-
masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga
sempurnalah kebahagian hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup
berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah,
mawaddah wa rahmah.

Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu
dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi. Contoh
dalam al-Quran, umpamanya pada surat al-Bagarah ayat 228. Ayat ini
menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban.
Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang
dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau
setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian,
suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala

keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut.
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Nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai
materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga
lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang
ditanggungnya. Pemberian nafkah berupah sandang, pangan dan papan.
pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sama.
Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi
tanggug jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

Sebagaimana telah diatur dalam pasal pasal 41 UndangUndang Nomor 1
Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetep berkewajiban
memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan
anak.®® Dalam bahasa figih pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian
disebut dengan hadlanah. Al-Shanani mengatakan bahwa hadlanah adalah
memelihara anak yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeilihanya.

Seperti yang dimaksud dalam pasal 105 kompilasi, ibu mendapat prioritas
utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz. Apabila anak
sudah mumayyiz maka anak disuruh memilih kepada siapa dia akan tinggal.
Meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu
dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab
ayahnya, karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadinya

perceraian.

% zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
him 167.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Hukum
Islam terhadap Pengabaian Nafkah Anak (Studi Kasus di Gampong Blang Lhok
Kaju Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie), maka dapat disimpulkan sebagai
berikut.

1. Terjadinya pengabaian nafkah oleh ayah terhadap anak di Gampong Blang
Lhok Kaju disebabkan oleh kasus nikah siri (nikah yang dilakukan diluar
pejabat yang berwenang).

2. Hukum Islam memandang tentang pengabaian nafkah dari ayah terhadap
anak yang terjadi di Gampong Blang Lhok Kaju sesuatu yang keliru.

3. Pengabaian nafkah oleh ayah terhadap anak di Gampong Blang Lhok Kaju
berdampak pada kelangsungan pendidikan, dan hubungan kasih sayang

antara anak, ibu dan ayah.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis menyarankan
beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepada pengadilan Agama diharapkan memperhatikan kasus pengabaian
nafkah anak oleh ayah, terutama yang telah memiliki keputusan hukum
secara tetap sehingga kasus-kasus pengabaian nafkah anak dalam
masyarakat dapat diminimalisir.

2. Supaya hak nafkah anak berjalan lancar hendaknya Pengadilan Agama
proaktif untuk mengawasi pelaksanaan eksekusi yang berkaitan dengan

pemberian nafkah anak. Pihak yang memelihara dan mendidik anak
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proaktif untuk melaporan kasus pengabaian nafkah anak kepada
pengadilan atau Kantor Urusan Agama.

. Bagi instansi pemerintah terkait, diharapkan dapat melakukan upaya
pencegahan terhadap tindakan penelantaran dan pengabaian kewajiban
nafkah kepada anak. Dan juga bagi masyarakat agar dapat turut serta
mengawasi dan melaporkan apabila dilingkungan sekitarnya terdapat

tindakan penelantaran anak.
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